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I

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2017/PA Msh.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Masohi  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  pada

tingkat  pertama,  dalam  persidangan  Majelis,  telah  menjatuhkan  putusan  atas

perkara Cerai Gugat antara:

Siti Nurlinda binti La Habo, lahir di Waihatu, 05-12-1992, agama Islam, pendidikan

terakhir  SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  tempat

tinggal di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten

Seram Bagian Barat, sebagai

Penggugat;

melawan

Suharno bin Darmo Yuiyono, lahir di Ngawi, 05-10-1983, agama Islam, pendidikan

terakhir  SLTP,  pekerjaan  Swasta,  tempat  tinggal  Desa

Waihatu,  Kecamatan  Kairatu,  Kabupaten  Seram  Bagian

Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti yang diajukan

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  tertanggal  14

Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor

43/Pdt.G/2016/PA Msh., 15 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana bukti

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/15A/II/2015,
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tertanggal 20 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kantor Uru* 

(KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

2. Bahwa setelah akad nikah  Penggugat dan Tergugat hidup rukun

sebagai suami-istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat (Waihatu), sampai

terjadinya perpisahan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri

(ba’da  dukhul)  dan  telah  dikaruniai  seorang  anak  Laki-Laki  yang  bernama

Maulana Aifarisi, lahir di Waihatu, 28 Mei 2016;

4. Bahwa  rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat  awalnya  rukun dan harmonis

namun pada akhir  tahun 2016 rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  sering

mengalami  perselisihan  dan  percekcokan  yang  dipicu  oleh  hal-hal  sebagai

berikut:

4.1. Tergugat suka mabuk-mabukan;

4.2. Tergugat tidak sependapat lagi dengan yang diharapkan oleh Penggugat;

4.4. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

5. Bahwa selama berpisah sejak Agustus 2016, Penggugat tidak lagi memberikan 

nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak

Penggugat dan Tergugat namun permasalahannya tersebut tidak terselesaikan

sampai sekarang;

7. Bahwa perbuatan Tergugat telah menyebabkan Penggugat menderita lahir dan 

batin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suharno bin Darmo Yuiyono) 

terhadap Penggugat (Siti Nurlinda binti La Habo);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:
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Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adi 

quo et bo no).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah

Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan

tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas

panggilan Nomor: 43/Pdt.G/2017/PA Msh. tanggal 16 Maret 2017, Tergugat telah

dipanggil  secara sah  dan  patut,  sedangkan  tidak temyata  ketidakhadirnya  itu

disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI serta pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Agung  Republik  Indonesia  Nomor  01  tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan, Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di

persidangan,  meskipun  demikian  Majelis  Hakim  tetap  berupaya  menasehati

Penggugat  agar  bersabar  dan  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai  dengan

Tergugat,  namun  tidak  berhasil  dan  Penggugat  tetap  melanjutkan  perkaranya,

selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksud gugatannya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang,  bahwa  untuk  memperkuat  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/115A/II/2015, tertanggal 20 Juli  2015,

yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Wahai,  Kabupaten

Seram Bagian Barat, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. Kartini binti Darpan,  tempat dan tanggal lahir, Seram, 21 Mei 1967, agama

Islam,  pekerjaan  petani,  bertempat  tinggal  di  Desa  Waihatu,  Kecamatan

Kairatu,  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat,  telah  memberikan  keterangan  di

bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat 

sedangkan Tergugat menantu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi,

dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis
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namun pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan 

tidak mulai harmonis karena sering terjadi perselisihan dan

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang 

anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

bulan Agustus 2016 sampai sekarang;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi  antara

Penggugat  dan Tergugat  karena Tergugat  sering  minum minuman keras

hingga  mabuk  dan  dalam  masalah  rumah  tangga  Tergugat  tidak  mau

menerima pendapat  Penggugat,  dan  juga  suka mengeluarkan  kata-kata

kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi  sering melihat  pertengkaran yang terjadi  antara Penggugat

dan Tergugat  dan juga pemah melihat  Tergugat pulang ke rumah dalam

keadaan mabuk;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat

tidak ada nafkah dari Tergugat dan tidak pernah mengunjungi Penggugat

maupun anak dan juga tidak pernah ada lagi komunikasi antara Penggugat

dan Tergugat;

- Bahwa  selama  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal  pihak

keluarga saksi telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat akan

tetapi tidak berhasil;

2. Faisal  bin  La  Habu,  lahir  di  Waihatu,  10  Agustus  1984,  agama  Islam,

pekerjaan petani,  bertempat  tinggal  di  Desa Waihatu,  Kecamatan Kairatu,

Kabupaten  Seram  bagian  Barat,  telah  memberikan  keterangan  di  bawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat 

sedangkan Tergugat ipar saksi;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang

tua saksi, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) 

anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah 

sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat

karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan apabila

Penggugat  memberikan  pendapat  yang  berhubungan  dengan  masalah

rumah  tangga  Tergugat  tidak  mau  menerima pendapat  Penggugat,  dan

Tergugat juga suka mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga

pernah  melihat  Tergugat  pulang  ke  rumah dalam  keadaan  mabuk,  dan

saksi sering menasehati Tergugat tetapi tidak didengar nasehat saksi;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat

tidak ada nafkah dari Tergugat dan tidak pernah mengunjungi Penggugat

maupun anak dan juga tidak pernah ada lagi komunikasi antara Penggugat

dan Tergugat;

- Bahwa  selama  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal  pihak

keluarga saksi telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat akan

tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  menyatakan  mencukupkan  buktinya  dan

menyampaikan  kesimpulan  tetap  ingin  bercerai  dengan  Tergugat  serta  mohon

putusan;

Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  cukuplah

Pengadilan  menunjuk  kepada  Berita  Acara  perkara  ini,  yang  untuk  selanjutnya

dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang

sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat ti(

datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan 

hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan,

maka  sebelum  mempertimbangkan  pokok  perkara,  terlebih  dahulu  Majelis  akan

mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat yang dibuat

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi Nomor: 43/Pdt.G/2017/PA Msh.,

tanggal 16 Maret 2016 dan relaas panggilan tersebut disampaikan meialui Kepala

Desa  Waihatu,  sehingga  panggilan  tersebut  harus  dinyatakan telah  disampaikan

secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

perkara ini dapat diputus tanpa hadimya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan

sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1)

dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI, serta Pasal 3 ayat

(1) PERMA No 1 Tahun 2016 Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya

secara maksimal menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan

niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis

telah  membacakan  gugatan  Penggugat  yang  isi  dan  maksudnya  tetap

dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak

menyangkali  kebenaran  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  tetapi  karena  perkara  ini

menyangkut  perceraian yang diatur  secara khusus (Lex  Spesialis), sebagaimana

ketentuan  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan

dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami

istri sah sebagaimana pada dalil poin 1.
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Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya PenggugaJ^ telah

mengajukan bukti  P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai  pada^ duduk

perkaranya.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh

pejabat  yang berwenang, dan bermeterai  cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2

ayat  (3)  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai,  dan telah

dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah tegadinya pemikahan

antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terbukti secara hukum bahwa

Penggugat  dengan  Tergugat  terikat  perkawinan  yang  sah,  sehingga  keduanya

memiliki legal standing sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan

sudah  disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal  sebagaimana  diatur  dalam

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  kesatu  dan  kedua  Penggugat

mengenai  pokok  gugatan  Penggugat,  tersebut  di  atas  adalah  fakta  yang dilihat,

didengar,dan dialami sendiri  dan relevan dengan dalil  yang harus dibuktikan oleh

Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat

materiil  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  308  R.Bg.,  sehingga  keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

terhadap perkara ini.

Menimbang,  bahwa keterangan  saksi  kesatu  dan saksi  kedua  Penggugat

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan

dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P,  saksi  kesatu  dan  saksi  kedua

terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah orang  tua

Pengguga dan pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal

sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak-anak 

tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
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J/iOSVVi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebat 

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugl Tergugat 

sering minum minuman keras hingga mabuk dan dalam

rumah tangga Tergugat tidak mau menerima pendapat Penggugat, dan juga suka

mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak

pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak dan tidak pernah ada

komunikasi  dan  juga  tidak  pernah  mengunjungi  Penggugat  maupun  anak-

anaknya;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah pernah berupaya menasehati Penggugat 

dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah 

{Broken Manage) dan tidak mungkin dipertahankan lagi.

- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah 

tangganya.

- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka,

dan  apabila  dipaksakan  atau  dibiarkan  akan  menimbulkan  mudarat  bagi

Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sehingga  tidak  lagi  sesuai  dengan  tujuan

perkawinan.

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  tersebut  tidak  sejalan  dengan  tujuan

perkawinan  yang  terkandung  dalam  Al-quran  surah  Ar-Rum  ayat  21  berbunyi

sebagai berikut:

(2)! J J f S l u  J X A J ljuLwuJ ^ Jflik

Artinya:  “Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
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Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

kaumyang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga tidak sejalan dengan ma Pasal 

1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan 

bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam 

bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor:

237.K/AG/1998  tanggal  17  Maret  1999  diangkat  suatu  kaidah  hukum,  bahwa

sepasang suami isteri  yang telah cekcok satu sama lain,  keduanya sudah hidup

berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri

pun  tidak  berniat  meneruskan  kehidupan  berumah  tangga  dengan  suaminya

sebagai  suami isteri lagi.  Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah

mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian.

Menimbang,  bahwa  alasan  perceraian  yang  dikemukakan  oleh  Penggugat

sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi

yang  mengetahui  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

sejak bulan Agustus 2016 sampai  sekarang dan tidak pernah lagi  kembali  rukun

sebagai  pasangan  suami  istri,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  alasan

tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar’i

dalam kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

< t i p l 4- P j  J i

Artinya: “Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,

maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya

Dan dalam kitab Fiqh al-Sunnah:

JjiiJ U-a JtSjj 3 <*3ljSPi 1319
‘‘ ^ ^

.4-Jb AAJUP j ^ 3
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Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim yang berda| bukti-bukti

yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami> merasa menderita jika 

tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkaf

tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak 

satu ba'in".

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,  gugatan

Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk

Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  jo

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat

dapat dikabulkan.

Menimbang,  bahwa sebagaimana ketentuan Pasal  119 ayat  (1)  dan (2)  huruf  c

Kompilasi  Hukum Islam Majelis  Hakim menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat

terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu)

sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama, maka secara  ex officio Majelis Hakim patut memerintahkan

Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai

Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai

Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo masuk  bidang  perkawinan,  maka

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat  peraturan  perundang-undangan  dan  kaidah  hukum  yang  berkaitan

dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap 

di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan  gugatan  Penggugat   secara  verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (Suharno bin Darmo Yuiyono) 

kepada Penggugat (Siti Nurlinda binti La Habo);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan

putusan  ini  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  kepada  Pegawai  Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu yang mewilayahi tempat tinggal

dan tempat perkawinan Penggugat  dan Tergugat  dilangsungkan untuk dicatat

dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis

Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari  Rabu tanggal 22 April  2017 Masehi

bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1438 H, oleh kami Dra. Hj. Nurhayati

Latuconsina, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Burhanudin Manilet, S.Ag dan Siti

Zainab  Pelupessy,  S.HI.,  M.H.,  sebagai  Hakim Anggota,  dan  pada  hari  itu  juga

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan

dihadiri  oleh  Hakim  Anggota  tersebut  di  atas  dan  Abd.  Halim  Tuasikal.  S.HI.,

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota II

Abd. Halim Tuasikal. S.HI
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Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 391.000,-
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